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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Terminal 

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki 

posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan 

pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk 

terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka 

ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal. 

Terminal adalah Perhentian penghabisan (bis, kereta api, dan sebagainya); 

stasiun (KBBI). Dan Menurut PM 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan 

Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan terminal adalah  pangkalan kendaraan 

bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 

Direktur Jendral Perhubungan Darat (1995) menyatakan bahwa terminal 

angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan 

tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi 

pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan dan 

menurunkan penumpang dan atau barang, bongkar muat barang, sebagai tempat 

berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi 

sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan 

efisiensi transportasi. 

2.1. Penggererttian Terminal

DDalam pep ncapaiaianan ppembangunan nasional peperar nan transportatasis  memiliki

poposisi yanng g pepentnting dadann strategi dalam pembangununana , mamakaka pperencanaaan dan 

penggemembabanngannnya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yay ng ttererpapadud . UnUntuk 

teerlrlaka sananynya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar ddan tterertitib makaka 

diditetemmpatat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminnala .

TTerminal adalah Perhentian penghabisan (bis, kereta api, dan ssebagainyya)a);

sts asiunn (KBBI). Dan Menurut PM 40 tahun 2015 tentang Standarr Pelayayanann 

Penyelelene ggaraan TeTermrminin lal AAngngkuk tan Jalan tetermrmiin lal aadadalalah  pangkalanan kkendararaanan 

beb rmotor umum yang digunakan untntukuk mmengatur kedatangan dan keberangkgkaatanan,

memenaikikkakan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan momodada angngkukutatan. 

Direktur Jenndrdralal PPerhubungganan DDararatat (1995) memenynyatakan bahwawa tterrmminal 

angkututanan uumumumm merupakan titik sis mpul ddalam sistem jariingnganan ttraransnspportasi jalan 

tempat terjadinya putus arus yanng merupakakan prasarana angkutan yang berfungsi

pokok sebagai pelayanan umum, beb rupa temempat kendaraan umum menaikkan dan 

menurunkan penumpang dan atau bbaranng, bongkar muat barang, sebagai tempat 

berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi
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Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun 

1993 tentang terminal transportasi jalan, terminal berfungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, 

kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda 

atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi 

(pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) serta 

fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang. 

2. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan 

manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber 

pemungutan restribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan. 

3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha jasa angkutan adalah untuk 

pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas istirahat dan 

informasi awak bus dan fasilitas pangkalan. 

2.2. Klasifikasi Terminal 

Dalam rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal Angkutan 

Penumpang dan Barang, terminal menurut jenis angkutan diklasifikasikan 

menjadi: 

1.  Terminal Penumpang, yaitu tempat melayani pergantian moda angkutan 

penumpang ditambah barang bawaan untuk perjalanan antar kota dan dalam 

kota. 

1. Fungsi terminal bagi pepenunumpang, adadalalah h untuk kenyamanan menunggu, 

kenyamanan perrpipindahan dari satu moda atau kendadarar an yang satu ke moda 

atau kendadaraan yang lain, teempmpatat tterersesedid annyay  fasilitas-fasililititas dan informasi 

(pellaataran parkir, rruaangng tunggu, papan infformamasisi, , totoilet, toko, lokeket, dll) serta

fasilitas s paparkrkirir bagi kekendndaraan pribadi atau kendadararaan pennumumpapangn . 

2. Funngsgsii tetermininal bagi pemerintah, antara lain adalah dari i ses gi pererenencacanan ann dan 

mamanajemmen lalu lintas dan menghindari kemacetan, ssebaggaiai sumbeer

pep muunngutan restribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan. 

3. Funngsi terminal bagi operator/pengusaha jasa angkutan addalah untutukk 

penngaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas isttirahat dann 

innfoformr asi awak busus ddanan ffasasililiti as pangkalann.

2.2.2.2 KlK asifikasi Terminal 

Dallam rancanngagann PPeraturaan n PePememeririntntah NoNomomorr 4343 TT hahun 199933 tetenntang 

Pedomaman Teknknisis Pembangunann dan PPenyelenggaraann TTerminanall Angkutan 

Penumpang dan Barang, termminal menuurut jenis angkutan diklasifikasikan 

menjadi: 

1.  Terminal Penumpang, yaitu temempaatt melayani pergantian moda angkutan 

penumpang ditambah barang bawaaan untuk perjalanan antar kota dan dalam
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2.  Terminal barang, yaitu tempat bergantinya moda angkutan bagi barang pada 

jenisterminal tertentu, sekaligus sebagai terminal barang dan terminal 

penumpang. 

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun 

1993, mengklasifikasikan terminal menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 

1.  Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan atau angkutan lalu lintas batas 

antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota 

(Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades). 

2.  Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan 

atau Angkutan Pedesaan (Ades). 

3.  Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

Angkutan Pedesaan (Ades). 

2.3. Standar Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan 

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penelitian ini mengacu 

pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2015. Standar pelayanan 

minimal terminal penumpang meliputi: 

penumpang. 

Berdasarkan KeKeputusan Direktorat Jendral Perhububungn an Darat No.31 Tahun 

1993, menggklklasifikasikan termiinnal l memenjnjadadii tit gaga, yaitu sebagai beberikut : 

1.  Terrmminal penumppanangg tit pe A, berfungsi memelalayayanini kendaraan uumum m untuk 

AAngkuttanan KKotota Antatarr PPropinsi (AKAP), dan aatatau u angkkututanan llalu linttasa  batas 

antatar r NeNegaraa, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), AAngkuk tatann AnAntar KKota 

(A(Angkot)t), dan Angkutan Pedesaan (Ades).

2.2. TTermiminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umuum m unu tuk k

Anggkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (AAngkot), ddanan 

atauu Angkutan Pedesaan (Ades). 

3. TTerermminal penumpmpanangg titipepe C, berfungsi memelalayayanini kendaraan uumumum unntutukk 

Angkutan kk Pedesaan (Ades). 

2.2.3.3. Standdar PPelalayayananann Termininalal PPenenumumpang AAngngkukuttan JJallan 

StStandar pepelalayanan adalah ttolo ok ukuurr yang dipergunanakak n sebabagagaii pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dann acuan ppenilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggaara kepadaa masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjrjangkgkau dan terukur. Penelitian ini mengacu 

pada Peraturan Menteri Perhubungan NNo PM 40 Tahun 2015 Standar pelayanan
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A. Pelayanan keselamatan  

Pelayanan keselamatan di terminal mencakup: 

1) Lajur pejalan kaki 

2) Fasilitas keselamatan jalan 

3) Jalur evakuasi 

4) Alat pemadam kebakaran 

5) Pos, fasilitas dan petugas kesehatan 

6) Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum 

7) Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum 

8) Informasi fasilitas keselamatan 

9) Informasi fasilitas kesehatan 

10) Informasi fasilitas pemeriksaan dan pebaikan ringan kendaraan bermotor.  

B. Pelayanan keamanan  

Pelayanan keamanan diterminal mencakup: 

1) Fasilitas keamanan  

2) Media pengaduan gangguan keamanan 

3) Petugas keamanan 

C. Pelayanan kehandalan/ keteraturan 

Pelayanan kehandalan diterminal mencakup: 

1) Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan kendaraan serta besaran 

tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis 

1) Lajur pejalan kaki 

2) Fasilitas keseselalamatan jalan 

3) Jalur r eevakuasi 

4) AAlat pemadamm kkebebaakaran 

5) Pos,s, ffasasililiitas danan ppetugas kesehatan 

6)) PoPos,s  fasililititas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraaaan umumum 

7)7) Fasiillitas perbaikan ringan kendaraan umum 

8)8) Innformasi fasilitas keselamatan 

9) Informasi fasilitas kesehatan 

10)) Informasi fasilitas pemeriksaan dan pebaikan ringan kendaraan bermototor.  

B.B Pelayanan keamanan  

PePelalayay nan keamanan diterminal mencakup:

1)1) FaF isililittas kkeamamanananan 

2)) MeM dia pepengngaduan gangguanan keamaannan 

3) Petugas keamanan 

C. Pelayanan kehandalan/ keteraturaan 

Pelayanan kehandalan diterminal mem ncakup:
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2) Jadwal kendraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak 

dalam trayek 

3) Loket penjualan tiket 

4) Kantor penyelenggara terminal, rung kendali dan manajemen sistem 

informasi terminal 

5) Petugas operasional terminal 

  

D. Pelayanan kenyamanan 

Pelayanan kenyamanan terminal meliputi: 

1) Ruang tunggu 

2) Toilet 

3) Fasilitas peribadatan/ mushola 

4) Ruang terbuka hijau 

5) Rumah makan 

6) Fasilitas dan petugas kebersihan 

7) Smoking area 

8) Drainase 

9) Hotspot area 

10) Ruang baca 

11) Lampu penerangan ruangan  

3) Loket penjualan tiket 

4) Kantor pennyeyellenggara terminal, rung kendallii dan manajemen sistem 

informrmasi terminal 

5) PPetugas operasasioonanal l terminal 

 

D. Pelalayayananan keennyamanan 

PePellayanaan kenyamanan terminal meliputi:

1)1) RRuang tunggu 

2) Toilet 

3) Fasilitas peribadatan/ mushola 

4)4) Ruang terbukkaa hihijajauu

5) Rumah makan 

6)6) Fasilitas dan petugas kebersihan 

7)7) SmS kokiing areaea 

8)) DrD ainasee 

9) Hotspot area 

10) Ruang baca 

11) Lampu penerangan ruangan  
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E. Pelayanan kemudahan/ keterjangkauan 

Pelayanan keterjangkauan terminal penumpang meliputi: 

1) Letak jalur pemberangkatan 

2) Letak jalur Kedatangan 

3) Informasi pelayanan 

4) Informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum  

5) Tempat penitipan barang 

6) Fasilitas pengisian baterai 

7) Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi 

F. Pelayanan kesetaraan. 

Pelayanan kesetaraan terminal penumpang meliputi: 

1) Fasilitas penyandang cacat ( difable ) 

2) Ruang ibu menyusui 

2.4. Persyaratan Lokasi Terminal Tipe A 

Pembangunan terminal harus memenuhi syarat – syarat sesuai tipe terminal 

tersebut, syarat lokasi terminal tipe A diantaranya adalah: 

1. Terletak di Ibukota Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten dalam jaringan trayek

antar kota antar propinsi atau angkutan lintas batas negara. 

2. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA. 

3. Jarak antara dua terminal penumpang Tipe A sekurang-kurangnya 20 km di 

Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya. Luas lahan 

1) Letak jalur pemberangkgkatatan 

2) Letak jalur KeKeddatangan 

3) Informrmasi pelayanan 

4) IInformasi gangngguguanan perjalanan kendaraan n anangkgkututan umum  

5) Tempmpatat ppenitippanan bbarang 

6)) FaFasisilitas s ppengisian baterai

7)7) Temmpat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi 

F. Pelaayanan kesetaraan. 

Pelayanan kesetaraan terminal penumpang meliputi:

1)1) Fasilitas penynyanandadangng ccacacat ( difable ) )

2) Ruang ibu menyusui 

2.2.4.4. Persyarattan LoLokaka isi Termiminanal l TiTipepe AA

PePembangugunanan terminal harusus memennuuhi syarat – syaararat t sesu iai ttipipe terminal –

tersebut, syarat lokasi terminal tippe A diantaaranya adalah:

1. Terletak di Ibukota Propinsi, Kootamadyya atau Kabupaten dalam jaringan trayek

antar kota antar propinsi atau angkukutatan lintas batas negara. 
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yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan 

Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya. 

4. Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-

kurangnya berjarak 100 meter di Pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya. 

2.5. Alternatif Standar Terminal  

Terminal penumpang berdasarkan tingkat pelayanan yang dinyatakan 

dengan jumlah arus minimum kendaraan per satu satuan waktu mempunyai ciri - 

ciri sebagai berikut: 

1. Terminal tipe A 50 - 100 kendaraan/jam 

2. Terminal tipe B 25 - 50 kendaraan /jam 

3. Terminal tipe C 25 kendaraan/jam 

2.6. Persyaratan Teknis, Luas, Akses dan Pejabat Penentu Lokasi 

Pembangunan Terminal 

2.6.1. Luas Terminal Penumpang

Untuk masing-masing tipe terminal memiliki luas berbeda, tergantung 

wilayah dan tipenya, dengan ketentuan ukuran minimal: 

1. Untuk terminal tipe A di pulau Jawa dan Sumatra seluas 5 Ha, dan di pulau 

lainnya seluas 3 Ha. 

4. Mempunyai jalan akses maasusukk atau jalan kkeleluar ke dan dari terminal, sekurang-

kurangnya berjarrakak 100 meter di Pulau Jawa dan 50 memeter di pulau lainnya.

2.5. AlAlternatif Stanndara TTerminal  

Termmininalal ppenummpapang berdasarkan tingkatt ppelayannanan yyana g dinynyatakan 

dengganan jjumumlah ararus minimum kendaraan per satu satuan wakaktu memempupunyn ai cciri i -

ciiriri s bebagaii bberikut: 

1.1. Termminal tipe A 50 - 100 kendaraan/jam

2. Terrminal tipe B 25 - 50 kendaraan /jam 

3. Terrminal tipe C 25 kendaraan/jam 

2.2 6.6 Persyaratan Teknis, Luas, Akses dan Pejabat Penentu LoLokakasi 

PePembmbangug naann TeTermrmininalal 

2.6.11.LLuas TTermmininal Penumpangng

Untuk masing-masing tippe terminall memiliki luas berbeda, tergantung 

wilayah dan tipenya, dengan ketenntuan ukururan minimal:

1. Untuk terminal tipe A di pulau JJawa a dan Sumatra seluas 5 Ha, dan di pulau

lainnya seluas 3 Ha.
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2. Untuk terminal penumpang tipe B di pulau Jawa dan Sumatra seluas 3 Ha, dan 

dipulau lainnya seluas 2 Ha. 

3. Untuk terminal tipe C tergantung kebutuhan. 

2.6.2. Akses

Akses jalan masuk dari jalan umum ke terminal, berjarak minimal: 

1. Untuk terminal tipe A di pulau Jawa 100 meter dan di pulau lainnya 50 meter. 

2. Untuk terminal penumpang tipe B di pulau Jawa 50 meter dan di pulau lainnya 

30 meter. 

3. Untuk terminal penumpang tipe C sesuai dengan kebutuhan. 

2.6.3. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi dan letak terminal penumpang dilaksanakan oleh: 

1. Direktur Jenderal setelah mendengar pendapat Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I, untuk Terminal penumpang Tipe A. 

2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan Direktur 

Jenderal, untuk terminal penumpang tipe B. 

3. Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya daerah Tingkat II setelah mendapat 

persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I terminal penumpang tipe 

C.

3. Untuk terminal tipe C tergganantutung kebutuhuhanan..

2.6.2. Akses

Akseses jalan mamasuuk k dad ri jallanan uumumum m kee terermiminanal,l, bberjarak miininimal: 

1. UnUntuk termmininala  tipe A di ppululauau JJawawaa 101000 memeter dan ddi pullauau llainnya 550 0 meter. 

22. Untuuk k tetermrmiinal ppeenumpang tipe B di pulau Jawa 50 mmete er ddanan ddi i pulau laainnya

300 mmeeter. 

3.3. UnUntuk tterminal penumpang tipe C sesuai dengan kebutuhan. 

2.6.3.PPenentuan Lokasi

PPenentuan lokasi dan letak terminal penumpang dilaksanakan oleeh: 

1. DiDirerektur Jenderaall sesetetelalahh mem ndengar pependndapapatat GGubernur Kepapalala Daeerarah h

Tingkat I, untuk Terminal penumpmpanng g Tipe A. 

2.2. GuGubebernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujjuauann DiDirerektktur 

JeJender lal, unttukk tetermrminin lal penummpapangng ttipipee BB. 

3. Bupati Kepala Daerah/Walikototamadyaa daerah Tingkat II setelah mendapat 

persetujuan dari Gubernur Keepala Daeraah Tingkat I terminal penumpang tipe

C.
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2.6.4. Daerah Kewenangan/Pengelolaan Terminal

Daerah kewenangan/pengelolaan terminal terdiri dari: 

1. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan 

untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal. 

2. Daerah pengawasan terminal, adalah daerah di luar daerah lingkungan kerja 

terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran arus 

lalu lintas di sekitar terminal. 

Secara tabelaris tipologi terminal dapat disarikan menjadi sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Tipologi terminal 

Ketentuan TIPE A TIPE B TIPE C
Fungsi 
Terminal (KM 
31 TH 1995) 
pasal 2

Melayani kendaraan umum 
untuk angkutan antar kota 
antar propinsi dan atau 
angkutan lintas batas 
negara, angkutan antar kota 
dalam propinsi, angkutan 
kota dan angkutan 
pedesaan

Melayani kendaraan 
umum untuk angkutan 
antar kota dalam 
propinsi, angkutan 
kota dan angkutan 
pedesaan

Melayani angkutan 
pedesaan

Fasilitas 
Terminal (KM 
31 TH 1995) 
pasal 3

a. Jalur pemberangkatan 
dan kedatangan.

b. Tempat parkir.
c. Kantor terminal.
d. Tempat tunggu.
e. Menara pengawas.
f. loket penjualan karcis.
g. Rambu-rambu dan 

papan informasi.
h. Pelataran parkir 

pengantar atau taksi.

a. Jalur 
pemberangkatan 
dan kedatangan.

b. Tempat parkir.
c. Kantor terminal.
d. Tempat tunggu.
e. Menara pengawas.
f. Loket penjualan 

karcis.
g. Rambu-rambu dan 

papan informasi.
h. Pelataran parkir 

pengantar atau 
taksi.

a. Jalur 
pemberangkatan
dan kedatangan.

b. Kantor terminal.
c. Tempat tunggu.
d. Rambu-rambu 

dan papan 
informasi.

 

 

 

 

1. Daerah lingkungan kerja a teterminal, merurupapakan daerah yang diperuntukkan 

untuk fasilitas uttamama dan fasilitas penunjang terminalal.

2. Daerah ppenengawasan terminalal, adadala ahah ddaeaeraah h di luar daerahah lingkungan kerja

termmiinal yang diawawasasi ooleh petugas terminal l ununtutukk mmenjamin kelelana caran arus 

llalu lintatass did ssekitar ttererminal. 

SeSecacara tababelaris tipologi terminal dapat disarikan menenjaj di sebebagagaiai berikkut: 

Tabel 2.1. Tipologi terminal

KKeteentuan TIPE A TIPE B TIPEPE CC
FFungsii 
Termiinal (KM 
31 THH 1995)
pasall 2

Melayani kendaraan umum
untuk angkutan antar kota 
antar propinsi dan atau 
angkutan lintas batas
negara, angkutan antar kota 
dalam prp oppinsi, angkutan 
kokotata dan anggkutan n
pedesaan

Melayani kendaraan
umum untuk angkutan
antar kota dalam 
propinsi, angkutan 
kota dan angkutan
pedesaan

Melayayani aangngkukutan 
pedesaaan

Fasilitas
TeTerminal (KM 
3131 TTHH 191995)
papasasal l 33

a. Jalur pemberangkatatann
dan kedatangan.

b. Tempat parkir.
c.c. KKanantotorr tetermrmininalal.
d. TTememppat tunggu.
ee. MMenenarara penggawa as.
f.f. lloket penjualan kak rcis.
g. Rambu-rambu dadan

papan informassi.
h. Pelataran parkiir 

pengantar atau ttaksi.

a. Jalur 
pemberangkatan 
dan kedatangan.

b.b. TTemempapatt paparkrkirir..
cc. Kantor tetermrmininal.
d. TTempatt tutunggugu.
ee. Menara pengawawasa .
f.f Loket penjualan 

karcis.
g.. Rambu-rambu dan

papan informasia .
hh. Pelataran parkir 

pengantar atau 
taksi.

a. Jalur 
pemberanangkgkatataan
dadann kekedadatatangnganan.

b.b. KKanantotorr tetermrmininal.
c. Tempapatt tutungnggu.
d.d. RRamambubu-rarambu

ddan n papapan
informasi.
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Tabel 2.1. Lanjutan 

Ketentuan TIPE A TIPE B TIPE C
Lokasi
Terminal (KM 
31 TH 1995) 
pasal 11, 12, 
dan 13

a. Terletak dalam jaringan 
trayek antar kota antar 
propinsi dan/atau 
angkutan lintas batas 
negara.

b. Terletak di jalan arteri 
dengan kelas jalan 
sekurang-kurangnya 
kelas IIIA.

c. Jarak antar dua terminal 
penumpang tipe 
Aekurang-kurangnya 20 
KM di Pulau Jawa.

d. Luas lahan yang tersedia 
sekurang-kurangnya 5 
ha.

e. Mempunyai akses jalan 
masuk atau jalan keluar 
ke dan dari terminal 
dengan jarak sekurang-
kurangnya 100 m.

a. Terletak dalam 
jaringan trayek 
antar kota dalam 
propinsi.

b. Terletak di jalan 
arteri dengan kelas
jalan sekurang-
kurangnya kelas 
IIIB.

c. Jarak antar dua 
terminal 
penumpang tipe A.

d. Luas lahan yang 
tersedia sekurang-
kurangnya 3 ha.

e. Mempunyai akses 
jalan masuk atau 
jalan keluar ke dan 
dari terminal 
dengan jarak 
sekurang-
kurangnya 50 m.

a. Terletak di dalam 
wilayah 
kabupaten Dati II 
dan dalam trayek 
pedesaan.

b. Terletak di jalan 
arteri dengan 
kelas jalan 
sekurang-
kurangnya kelas 
III C.

c. Luas lahan yang 
tersedia sesuai 
dengan 
permintaan 
angkutan.

d. Mempunyai 
akses jalan 
masuk atau jalan 
keluar ke dan 
dari terminal 
sesuai dengan 
kebutuhan.

Instansi 
Penetap Lokasi 
Terminal (KM 
31 TH 1995) 
pasal 14

Dirjend HubDar 
mendengar pendapat 
Gubernur dan Kepala 
Kanwil DepHub setempat.

Gubernur setelah 
mendengar pendapat 
dan Kepala Kanwil 
DepHub dan 
mendapat persetujuan 
dari Dirjend.

Bupati setelah 
mendengar 
pendapat dan 
Kepala Kanwil 
DepHub dan 
mendapat 
persetujuan dari 
Gubernur.

Ketentuan TIPE A TIPE B TIPE C
Penyelenggara 
Terminal (KM 
31 TH 1995) 
Pasal 17

Direktorat Jenderal Gubernur Bupati

Terminal (KM 
31 TH 1995)
pasal 11, 12, 
dan 13

j gg
trayek antarr kkotota antar 
propinnsisi ddan/atau
anngkgkutan lintas batas
negara.

b. Terletak di jalalana  arteri 
dengan kelas jjaalana  
seekukurrangng-kuraangngnynyaa 
kelalass III IAIA.

c.c Jarak antarar dduua terminal 
penunummpang tipe 
AAekurang-kurangnya 20 
KM di Pulau Jawa.

d. Luas lahan yang tersedia 
sekurang-kurangnya 5
ha.

e. Mempunyai akses jalan 
masuk atau jalan keluar 
ke dan dari terminal 
dengan jarak sekurang-
kurangnya 100 m.

jajaringan trayek 
antar r kokota dalam 
propinsi.

b. Terletak di jallanan 
artet ri dengan kelaass
jaalalan n ses kurang-
kukurarangngnynya a kek las 
IIIB.

c. JJararaka  antar dua 
terminalal 
penumpang titipep  A.

d. Luas lahan yang g
tersedia sekurang-
kurangnya 3 ha.

e. Mempunyai akses 
jalan masuk atau 
jalan keluar ke dan
dari terminal
dengan jarak 
sekurang-
kurangnya 50 m.

wilayah 
kabupaten Dati II 
dan dalam trayek 
pedesaan.

b. Terletak di jalan 
arteri dengan
kekelal s jalan
sekuurar ng-
kuranggnyn a kelas
III I C.

cc. LLuau s s lahan yay ng 
teersrsedediaia sesuaai
ded ngnganan 
permminintataan 
aangkkuutann.

d. MMempuunyyaiai 
aksses jaalalan n 
massuk attauau jjalann 
keluuar ke dan
dari tterminal 
sesuaai denggaan 
kebuutuhahann.

Insttanansi 
Penetap Lokasii 
Terminal (KM 
313  TH 1995)
pap sasal l 14

Dirjrjenendd HHubDbDarar 
meme dndengar pependndapapatat 
Gubernur dan Kepalla a
Kanwil DepHub setemppat.

Guubebernur setetelelahah 
memendndenengar pe dndapapatat 
dan Kepala Kanwil
DepHub dan 
mendapat persetujuan 
daariri DDirirjjenendd.

Bupati ssetelah 
mendengar 
pendapat dan 
Kepala Kanwwil l 
DepHubb ddann 
meme dndapapatat 
pepersrsetetujujuan n dadariri
Gubernnurur.

KeKetetenttuauann TIPE AA TIPE BB TITIPEPE C
Penyelenggara 
Terminal (KM 
31 TH 1995)
Pasal 17

Direktorat Jennderal Gubernur Bupati
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2.7. Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung Terminal 

Terminal penumpang harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya untuk 

menjamin agar terminal tetap bersih, teratur, tertib, rapi serta berfungsi 

sebagaimana mestinya. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan 

Bangunan Gedung.Pemeliharaan terminal meliputi: 

1. menjaga kebersihan bangunan beserta perbaikannya. 

2. menjaga kebersihan pelataran terminal, perawatan tanda-tanda dan perkerasan 

pelataran. 

3. merawat saluran-saluran air yang ada. 

4. merawat instalasi listrik dan lampu-lampu penerangan. 

5. menjaga dan merawat alat komunikasi. 

6. menyediakan dan merawat sistem hidrant atau alat pemadam kebakaran 

lainnya yang siap pakai. 

Untuk keperluan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud diatas, 

harus dialokasikan anggaran pemeliharaan terminal. Standar pelaksanaan 

pemeliharaan komponen-komponen gedung mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan 

Perawatan Bangunan Gedung disajikan dalam Tabel 2.2.

p p g p y

menjamin agar terminnalal tetap bersih, teratur, tet rtib, rapi serta berfungsi 

sebagaimana memeststinya. Penelititiana  ini mengacu pada Peratuuraran Menteri Pekerjaan 

Umum NNoomor : 24//PRPRT/T/M/M 200808 ttenentaangng PPededomomanan PPeme eliharaan n dad n Perawatan 

Bangngunan Geddunung.Pemeliharaaanan tterermiminanall memelilipup ti:

1. meenjnjagaga a kebebersihan bangunan beserta perbaikannya.

2.. mem jnjaga a kebersihan pelataran terminal, perawatan tanda-tandada dann ppere kerasaann

pep lataaran. 

3. merrawat saluran-saluran air yang ada. 

4. merrawat instalasi listrik dan lampu-lampu penerangan.

5. memenjnjaga dan meraawawatt alalatat kkomo unikasi. 

6.6 menyediakan dan merawat siststemem hhidrant atau alat pemadam kebakakararanan 

laininnynya yang siap pakai. 

UnUntutukk kekepepe lrluaann pemelilihah raann termiminnal sebabagagaimimananaa didimamaksksudud diatas, 

harus dialokasikan anggaran ppemelihaarar an terminal. Standar pelaksanaan

pemeliharaan komponen-kompoonen gedunng mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRRT/T M/200008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan 

Perawatan Bangunan Gedung disajikakan n dalam Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Standar Pemeliharaan Bangunan Gedung

No. Kegiatan Pemeliharaan Standar

1 Pembersihan dinding keramik kamar mandi/WC 2 kali sehari 

2 Pembersihan plafon 3 bulan 

3 Pelumasan kunci, engsel, grendel 2 bulan 

4 Perawatan pintu lipat 2 bulan

5 Pembersihan kusen Setiap hari 

6 Polituran kembali kusen kayu 6 bulan 

7 Pembersihan dinding lapis kayu 1 bulan 

8 Pemeliharaan dinding kaca 1 tahun 

10 Pembersihan saluran terbuka air kotor 1 bulan 

11 Pembersihan sanitary fixtures (wastafel, toilet duduk, toilet 
jongkok, urinoir)

Setiap hari

12 Pemeriksaan kran air 2 bulan 

13 Talang air datar pada atap bangunan 1 tahun 

14 Pengecatan luar bangunan 3 tahun 

15 Pemeriksaan dan pembersihan floor drain Setiap hari 

16 Penggunaan desinfektan untuk membersihkan lantai dan 
dinding kamar mandi 

2 bulan 

17 Pembersihan lantai keramkik Setiap hari 

18 Pembersihan lantai karpet dengan penghisap debu Setiap hari 

1 Pembersihan dinding g kekerramik kamar mamandn i/WC 2 kali sehari

2 Pembersihan plplafon 3 bulan 

3 Pelumaassan kunci, engseel,l  grendel 2 bulan 

4 Peerrawatan pipintu lilipap t 2 bulan

5 Pembersihan kukussen n SeSetiap hari

66 Poolilituturaran n kembalalii kkusen kayu 6 bulalan 

7 PePembmbersiihahan dinding lapis kayu 11 bub lan 

8 PPemeelliharaan dinding kaca 11 tatahuh n 

1010 Peembersihan saluran terbuka air kotor 1 bubulalann 

1111 PPembersihan sanitary fixtures (wastafel, toilet duduk, toilet
jongkok, urinoir)

Setiiapap hhari

12 Pemeriksaan kran air 2 bulan 

13 Talang air datar pada atap bangunan 1 tahun n 

144 Pengecatan lluauarr babangngununana  33 tatahhun 

15 Pemeriksaan dan pembersisihahan n floooorr ddrain Setiap haariri 

16 Penggunaan desinfektan untuk membersihkan lantai dan 
didinding kamar mandi

2 bulaann 

171 PePembmberersisihahan n lalantntaiai kkeramamkikikk SSetiapap hhaari

1818 PePembmberersisihhan n lalantai karpeet t dengan pennghisap debubu SeSetiiapap hari
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2.8. Pedoman Pemeliharaan Jalan Dalam Terminal  

Pedoman pemeliharaan jalan tergabung dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. 

Jalan baik aspal maupun beton yang menerima beban lalu lintas jalan terlalu 

besar, memberi distribusi buruk untuk beberapa alasan dan oleh karena itu 

memerlukan perawatan rutin secara teratur (Proctor,C 1997). Pendekatan 

manajemen penanganan jalan (yang utamanya pemeliharaan jalan) secara umum 

bertujuan (Kodoatie, 2005):  

1. Mengarahkan pada pengguna pendekatan yang sistematis secara konsisten 

dalam pengambilan keputusan pada kerangka kerja yang telah ditetapkan. 

2. Menyediakan suatu landasan umum untuk memperkirakan kebutuhan 

penanganan jalan dan kebutuhan sumber daya yang digunakan.  

3. Mengarahkan penggunaan standar penanganan jalan secara konsisten.  

4. Mendukung dalam mengalokasi sumber daya secara efektif.  

5. Mengarahkan peninjauan secara teratur terhadap kebijakan, standar dan 

efektivitas program.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 

Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, 

rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. 

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang tahun, 

meliputi kegiatan: 

a.  Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan; 

Umum No. 13/PRT/M/2011 ttenentatang Tata CaCarara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. 

Jalan baik aspal mmauaupun beton yang menerima bebabann lalu lintas jalan terlalu 

besar, memmbeberi distribusi bururuk k ununtuuk k bebebeerar pa alasan daan n oleh karena itu 

memerlrlukan perawatatann rrutin secara teratur r (P(Proroctctor,C 1997). Pendekatan 

mamanajemeen n pepenanangananan jjalan (yang utamanya pememelil haraanan jjalalanan) secarara umum

bertujujuauann (K(Kodoaoatie, 2005):  

1.. MeMengarahahkan pada pengguna pendekatan yang sistematis ssecarra a kok nsisteen n

dadalamm pengambilan keputusan pada kerangka kerja yang telah dittete apkakan.n. 

2. Mennyediakan suatu landasan umum untuk memperkirakan kebub tuhahann 

pennanganan jalan dan kebutuhan sumber daya yang digunakan. 

3. MeMenngarahkan pengnggugunanaanan sstatandar penangganananan jjalalanan ssecara konsisteenn.  

4.4 Mendukung dalam mengalokasi i susumbmbeer daya secara efektif.  

5.5. MeMengngarahkan peninjauan secara teratur terhadap kebijakan, ststaandadar r ddan

efefektiviittas prograram.m.  

BeBerdasarkakann Peraturan MeMenteri PePekerjaan Umumum No.13/P/PRRT/M/2011 

Pemeliharaan jalan meliputi keggiatan pemeeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, 

rehabilitasi jalan, dan rekonstruksisi jalan.

Pemeliharaan rutin jalan sebaggaimamana dimaksud dilakukan sepanjang tahun, 

meliputi kegiatan:
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b. Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan 

untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus 

dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah); 

c.  Pemeliharaan/pembersihan rumaja; 

d.  Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumputrumputan, semak 

belukar, dan pepohonan) di dalam rumija; 

e.  Pengisian celah/retak permukaan (sealing); 

f.  Paburan aspal; 

g.  Penambalan lubang; 

h.  Pemeliharaan bangunan pelengkap; 

i.  Pemeliharaan perlengkapan jalan; dan 

j.  Grading operation / Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk 

perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan. 

Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: 

a.  Pelapisan ulang (overlay); 

b.  Perbaikan bahu jalan; 

c.  Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang 

meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain 

alleviating membrane interlayer (SAMI),; 

d.  Pengasaran permukaan (regrooving); 

e.  Pengisian celah/retak permukaan (sealing); 

f.  Perbaikan bangunan pelengkap; 

g.  Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak; 

dibersihkan terus menerus dadariri lumpur, tumumpupukan kotoran, dan sampah); 

c.  Pemeliharaan/peembmbersihan rumaja; 

d.  Pemelihararaaan pemotongan ttumumbubuhahan/n/tatanan mam n liar (rumpututrumputan, semak

beluukkar, dan pepohohonnanan) di dalam rumija; 

e.  PPengisiianan ccelelaha /retakak ppermukaan (sealing); 

f.  Pabuburaran n aspaal;l; 

g..  PePenambaalan lubang; 

h.h. PPemeleliharaan bangunan pelengkap; 

i.  Pemmeliharaan perlengkapan jalan; dan 

j.j  Graading operation / Reshaping atau pembentukan kembali permuukaan uuntukk 

peerkrkerasan jalan tananpapa ppenenututupup dan jalan tananpapa ppererkekerar san. 

Pemeliharaan berkala jalan sebebagagaiaimmana dimaksud meliputi kegiatan: 

a.a. PPelelapapisan ulang (overlay);

b.b. PPerbaikikan bb hahu jajalalan;n; r

c. Pelelapapisan aaspspalal tipis, termassuku  pemmeleliharaan pencegegahahan/prp evevenentive / yang 

meliputi antara lain fog seeal, chip seeal, slurry seal, micro seal, strain 

alleviating membrane interlayeer (SAMI)),;

d.  Pengasaran permukaan (regroovining);

e Pengisian celah/retak permukaan (sseealing);
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h.  Pemarkaan (marking) ulang; 

i.  Penambalan lubang; 

j.  Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, 

penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking 

existing layers) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan 

k.  Pemeliharaan/pembersihan rumaja. 

Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud dilakukan secara setempat, 

meliputi kegiatan: 

a.  Pelapisan ulang; 

b.  Perbaikan bahu jalan; 

c.  Perbaikan bangunan pelengkap; 

d.  Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan; 

e.  Penambalan lubang; 

f.  Penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement);

g.  Penanganan tanggap darurat; 

h.  Pekerjaan galian; 

i.  Pekerjaan timbunan; 

j.  Penyiapan tanah dasar; 

k.  Pekerjaan struktur perkerasan; 

l.  Perbaikan/pembuatan drainase; 

m. Pemarkaan; 

n. Pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup 

dan jalan tanpa perkerasan; dan 

j.  Untuk jalan tidak berpenuttupup aspal/ beton n sesemen dapat dilakukan penggarukan, 

penambahan, daann pencampuran kembali materiall ((ripping and reworking 

existing layayers) pada saat pembm enentutukakann kekembmbali permukaan; ddan 

k.  Pemmeeliharaan/pembmberersiihhan rumaja. 

Rehaabibililitatasis  jalanan sebagaimana dimaksud d did lakukakan n sesecara sete empat, 

melipuputiti kkege iataann: 

a. PP lelapisanan ulang;

b.b. PPerbaaiikan bahu jalan; 

c.  Perbbaikan bangunan pelengkap; 

d.  Perrbaikan/penggantian perlengkapan jalan;

e. PPenenama balan lubangng;;

f.f   Penggantian dowel/tie bar pada ppererkekerrasan kaku (rigid pavement);

g.g.  PePenananganan tanggap darurat; 

h.h. PPeke erjaj an g laliian;n; 

i.  Peekekerjrjaan timbmbuunan; 

j.  Penyiapan tanah dasar; 

k.  Pekerjaan struktur perkerasan; 

l.  Perbaikan/pembuatan drainase;

m Pemarkaan;
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o.  Pemeliharaan/pembersihan rumaja. 

Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud dilakukan secara setempat 

meliputi kegiatan: 

a.  Perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud; 

b.  Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu 

jalan sesuai umur rencananya kembali; 

c.  Perbaikan perlengkapan jalan; 

d.  Perbaikan bangunan pelengkap; dan 

e.  Pemeliharaan/pembersihan rumaja

Jenis perawatan yang dilakukan UPTD dan Divisi Sarana dan Prasarana 

mengadopsi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 karena 

semua jenis pemeliharaan yang ada dalam peraturan tersebut tidak sepenuhnya 

dilakukan oleh Divisi Sarana dan Prasarana mengingat pemeliharaan jalan 

didalam kawasan terminal cukup sederhana dibandingkan dengan pemeliharaan 

jalan utama, jalan provinsi, jalan nasional dan lain sebagainya. Kualitas perawatan 

yang dibangun pada jalan raya/jala utama diharapkan dapat direalisasikan juga 

pada jalan di kawasan terminal dengan memperhatikan kondisi tanah, konstruksi 

jalan, dan beban yang bekerja pada jalan. Jenis Pemeliharaan yang diadopsi  

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 

dikonsultasikan kepada Kepala Divisi Sarana dan Prasarana yang memiliki 

tanggung jawab atas pemeliharaan, control, dan perbaikan jalan dan didapatkan 

jenis pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk jalan terminal yang 

meliputi kegiatan: 

a.  Perbaikan seluruhuh struktur perkerasan, drainase, bahuhu jjalan, tebing, dan talud; 

b.  Peningkatataan kekuatan struktkturur bbere upupa a pep laapip san ulang peerkrkerasan dan bahu 

jalaann sesuai umur rrencncanananya kembali;

c.  PPerbaikkanan ppererllengkaapapan jalan; 

d.  Perrbabaikikaan banangunan pelengkap; dan 

e. PPemelihhaaraan/pembersihan rumaja

Jennis perawatan yang dilakukan UPTD dan Divisi Sarana dad n PrPrasasara ana 

mengaddopsi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M//2011 kareenana 

semuaa jenis pemeliharaan yang ada dalam peraturan tersebut tidak sepenuhuhnyyaa 

dilakukukkan oleh Divvisisii SaSararanana dan Prasararanana mmenengiginggat pemelihhararaan jaalalann 

did dalam kawasan terminal cukup ssededererhahana dibandingkan dengan pemelihhararaaaann

jajalalan n ututama, jalan provinsi, jalan nasional dan lain sebagainya. Kualitaass peperarawawattan 

yayangng dibbangun padada jjalalaan raya/a/jajalala uutatamama ddiharappkakan n dadapatt didirealisassikikanan juga

pada jjalalan di kakawawasan terminal ddene gan mememperhatikan kokondndisi tanaah,h, kkonstruksi

jalan, dan beban yang bekerja pada jalann. Jenis Pemeliharaan yang diadopsi  

berdasarkan Peraturan Mentteeri Pekekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011

dikonsultasikan kepada Kepala DiDivisii Sarana dan Prasarana yang memiliki

tanggung jawab atas pemeliharaan coontrol dan perbaikan jalan dan didapatkan
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memang sesungguhnya dilakukan. Pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan 

berkala untuk jalan terminal disajikan dalam tabel 2.3.

2.3 Standar Pemeliharaan Jalan Terminal

No Bagian Jenis Pemeliharaan Standar SNI

1

Perawatan 
Jalan Rutin

Pembersihan bahu jalan 1 hari
2 Pemeliharaan sistem drainase 1 hari

3 pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman 
liar (rumput,semak belukar,pohon) 2 hari

4 Pengisian celah/retak permukaan (sealing) 3 bulan
5 Laburan aspal 3 bulan
6 Pemeliharaan banguanan pelengkap 2 hari
7 Pemeliharaan perlengkapan jalan 1 hari

8 Grading operation/Reshaping atau pembentukan 
kembali permukaan 3 bulan

1 Pelapisan ulang
2

Perawatan 
Jalan Berkala

Perbaikan bahu jalan
3 Pelapisan aspal tipis
4 Pengisian celah/retak permukaan (sealing)

5 Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan yang 
rusak/hilang  

6 Pemarkaan (Marking) ulang

Divisi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan memiliki wewenang penuh 

atas kebersihan pada jalan dikawasan terminal, sedangkan Divisi Sarana dan 

Prasarana memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, control, dan perbaikan 

jalan. Jika terdapat kerusakan baik itu yang memerlukan perbaikan atau 

rekonstruksi, segera akan ditindak lanjuti dengan persetujuan Kepala UPT. 

2.3 Standaarr PePemeliharaanan JJalan Terminal

No Bagian Jenis Pemeliharaan Standar SNI

1

Peerarawaw tan
JaJalalan Rutitinn

Pembersihaan n bab huh jjalalanan 1 hari
2 PePememeliharaana siisttem drd aiainanasee 11 hari

3 ppemeliharaan ppememototonongag n tumbuhhanan/tanamman 
liar ((rurumput,semak belukar,pohohonon) 2 haarir

44 PPengisian celah/retak permukaan (sealaling) 3 bulann
5 Laburan aspal 33 bubulal n
6 Pemeliharaan banguanan pelengkap 22 haariri
77 Pemeliharaan perlengkapan jalan 1 hahari

88 Grading operation/Reshaping atau pembentukan 
kembali permukaan 3 buullanan

1 Pelapisan ulang
2

PPerawatan
JJalan Berkala

Perbaikan bahu jalan
3 Pelapisan aspal tipis
44 Pengisian celah/retak permukaan (sealing)

5 PePe brb iaikakan/n/pepenggantian peperlrlenen kgkapapanan jjala an yang
rusak/k/hihilalangng

6 Pemarkaan (Maarkrkinngg)) ulang

DiDivivisisi KKeaeamamananann, KKeteterertitibaban n dann KeKebebersrsihihanan mmememililikikii wewewewenanangng ppeenuh 

atasas kkebeberersisihahann ppadada jjalan ddikikawa asan termiminal, sededanangkgkanan DDivivisisi i SaSararana dan 

Prasarana memiliki tanggung jaawwab atas ppemeliharaan, control, dan perbaikan 

jalan. Jika terdapat kerusakann baik itu u yang memerlukan perbaikan atau 

rekonstruksi, segera akan ditindak llanjuti ddengan persetujuan Kepala UPT.


